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Abstract. Rabies is still a public health problem in North Sumatera province. Rabies prevention and control program goal is to 
eliminate human rabies by the year 2020. This study aimed to determine the implementation of rabies prevention and control 
programs in terms of epidemiological surveillance; discovery and case management; counseling and enhancing community 
participation; and existence of rabies center in the districts. It was an observational study with cross sectional design by collecting 
and analyzing monthly and annually. Rabies cases data from 2007-2017. Evaluated had been done to the process of the rabies 
prevention and control program. The study resulted that the process of rabies prevention and control program in North Sumatera 
such as: epidemiological surveillance conducted human bite cases; discovery and management of cases at hospitals/primary health 
center; extension and improvement of community participation, rabies center, partnerships / networks of multiple disciplines and 
sectors, monitoring and evaluation. The rabies prevention and control program in North Sumatera has not been successful in 
reducing the lyssa cases, there were still 9 regencies which for the last 2 years had lyssa cases. It is recommended to enhance 
cooperation with cross-sectoral and programs, and enhancing community participation in  order to vaccinate their pets to achieve 
North Sumatra-free rabies 2020. 
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Abstrak. Rabies merupakan masalah kesehatan masyarakat di Sumatera Utara. Pelaksanaan program pencegahan dan 
pengendalian (P2) rabies bertujuan untuk mencapai Sumatera Utara bebas rabies tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pencapaian pelaksanaan P2 rabies dalam hal surveilans epidemiologi; penemuan dan tata laksana kasus; 
penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat; serta keberadaan rabies center di kabupaten/kota. Penelitian ini 
merupakan penelitian observasional dengan desain cross sectional dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan 
bulanan dan tahunan kasus rabies di Sumatera Utara sejak tahun 2007-2017. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh proses 
program P2 rabies. Hasil didapatkan bahwa pelaksanaan program P2 rabies di Sumatera Utara belum berjalan optimal 
dalam hal pelaksanaan surveilans epidemiologi, pelacakan kasus, tata laksana kasus di fasilitas pelayanan kesehatan, 
rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya rabies center di kabupaten/kota, serta kurangnya kerja sama antara Dinas 
Kesehatan dan Dinas Peternakan kabupaten/kota. Program P2 rabies di Sumatera Utara belum berhasil dalam 
menurunkan kasus lyssa, masih terdapat 9 kabupaten/kota yang selama 2 tahun terakhir memiliki kasus lyssa. Disarankan 
lebih meningkatkan kerja sama lintas sektor dan program serta peningkatan peran serta masyarakat agar mau melakukan 
vaksinasi terhadap hewan peliharaannya untuk mencapai Sumatera Utara bebas rabies 2020. 
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Pendahuluan 
Rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat 
menyerang semua hewan berdarah panas dan 
manusia.1,2 Virus rabies menular melalui gigitan 
hewan penular rabies (GHPR) seperti anjing, 
kucing, monyet, dan kelelawar.3–5 Virus juga dapat 
masuk melalui luka pada tubuh atau mukosa yang 
terpapar oleh air liur hewan terinfeksi rabies.1,6–8 
Penyakit rabies di Sumatera Utara merupakan 
masalah kesehatan masyarakat.9,10 Kasus GHPR 
tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera 
Utara.10 Total kasus GHPR sejak tahun 2007-
2017 sebanyak 40.606 kasus dengan pemberian 
post exposure treatment (vaksin anti rabies/VAR) 
sebanyak 31.358 kasus (77,2%). Sebanyak 148 
kasus yang meninggal karena rabies (lyssa) yang 
tersebar di 24 kabupaten/kota. Sebanyak 9 
kabupaten/kota yang tidak ada kasus lyssa yaitu 
Binjai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Langkat, 
Labuhan Batu, Karo, Padang Lawas Utara, Padang 
Lawas, dan Labuhan Batu Selatan.10 
Kementerian Kesehatan RI menetapkan Indonesia 
bebas rabies pada tahun 2020. Syarat suatu 
daerah dikatakan eliminasi rabies bila minimal 
selama 2 tahun berturut-turut tidak ada kasus 
lyssa hingga akhir 2019.9  
Tujuan penelitian ini mengetahui pencapaian 
program pencegahan dan pengendalian (P2) 
rabies, hambatan dan rumusan saran dan tindak 
lanjut upaya perbaikan program P2 rabies di 
Sumatera Utara dalam rangka menuju Sumatera 
Utara bebas rabies 2020.  
Metode 
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik 
dengan menggunakan desain cross sectional. Lokasi 
penelitian dilaksanakan di 33 kabupaten/kota di 
Sumatera Utara dari bulan Maret – Juni 2018. 
Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program 
P2 rabies di kabupaten/kota di Sumatera Utara 
dari tahun 2007 – 2017. 
Data yang dikumpulkan berupa data sekunder 
yaitu laporan bulanan P2 rabies, pelaksanaan 
kegiatan surveilans epidemiologi rabies; 
penemuan dan tata laksana kasus; penyuluhan dan 
peningkatan peran serta masyarakat; serta 
keberadaan rabies center di kabupaten/kota. Data 
kemudian diolah dengan komputer dan dianalisis 
secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel, 
grafik dan peta.  
 
Hasil 
Didapatkan hasil bahwa insiden kasus GHPR di 
Sumatera Utara sebesar 40,8 per 100.000 
penduduk. Kabupaten tertinggi insiden kasus 
GHPR adalah Samosir (343,6 per 100.000 
penduduk) dan terendah adalah Kabupaten 
Mandailing Natal (0,5 per 100.000 penduduk). 
Hanya 77,2%  kasus GHPR yang mendapat vaksin 
anti rabies (VAR). Terdapat 148 kasus lyssa yang 
menyebar di 24 kabupaten/kota dari tahun 2007-
2017. Cakupan vaksinasi hewan penular rabies 
(HPR) di Sumatera Utara masih rendah yaitu 
38,7%. 
 
 
 Gambar 1. Jumlah Kasus Gigitan HPR, Pemberian VAR dan Kasus Lyssa di Sumatera Utara dari Tahun 
2007-2017 
 
0
5
10
15
20
25
30
35
40
 -
 1,000
 2,000
 3,000
 4,000
 5,000
 6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ju
m
la
h
 K
as
u
s 
Kasus GHPR Pemberian VAR Lyssa
 F.Y.Sitepu, dkk  Evaluasi program pencegahan dan pengendalian rabies...  
 
44 
 
Pulau Nias secara historis merupakan daerah 
bebas rabies, namun sejak tahun 2010 terdapat 
kasus lyssa sebanyak 26 orang. Pemerintah 
kabupaten/kota di Pulau Nias bertekad 
mengendalikan penyakit rabies dari pulau 
tersebut.
 
 
Gambar 2. Kasus Lyssa di Pulau Nias dan Luar Pulau Nias dari Tahun 2010-2017 
Berdasarkan Gambar 2 diketahui bahwa Pulau 
Nias selalu menyumbang kasus lyssa sejak tahun 
2010 namun memiliki trend menurun. Penurunan 
kasus terjadi karena adanya komitmen 
pemberantasan rabies yang dilakukan secara 
bersama-sama dengan pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan sejumlah Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai 
fokus terhadap pengendalian rabies berupa 
vaksinasi massal HPR, dan penyuluhan kepada 
masyarakat. Program vaksinasi massal rabies di 
Pulau Nias mendapat dukungan dari sebuah LSM 
yang berbasis di Filipina yang fokus terhadap 
pengendalian rabies yaitu Global Alliance for Rabies 
Control (GARC).  
(1) Surveilans Epidemiologi Rabies 
Surveilans epidemiologi berjalan secara rutin dan 
terpadu dengan melibatkan unit-unit surveilans 
yang ada di seluruh kabupaten/kota.  
a. Pengumpulan dan pengolahan data 
Kasus GHPR baik yang sedang dirawat di sarana 
pelayanan kesehatan maupun laporan dari 
masyarakat, dilaporkan ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Berdasarkan laporan tersebut 
selanjutnya dilakukan penyelidikan epidemiologi 
(PE) dan kegiatan respons untuk mengantisipasi 
apabila ada kasus yang tidak terlaporkan atau 
tidak mencari pengobatan ke sarana pelayanan 
kesehatan. Laporan  dikirim secara bulanan oleh 
puskesmas kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap 
bulan. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
mengompilasi, mengolah dan menganalisis data 
laporan kasus GHPR, kasus lyssa yang diterima 
dari puskesmas untuk selanjutnya dikirimkan 
kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 
paling lambat tanggal 10 setiap bulannya termasuk 
laporan nihil yakni bila tidak ada kasus pada bulan 
tersebut. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara mengirimkan laporan ke Subdit 
Zoonosis Kementerian Kesehatan RI paling 
lambat tanggal 15 setiap bulannya. Kelengkapan 
dan ketepatan laporan divalidasi setiap bulan serta 
dilakukan feedback. 
Apabila terjadi kasus lyssa di suatu daerah maka 
petugas akan segera melaporkan dalam bentuk 
laporan W1 (laporan kejadian luar biasa/wabah) 
dari puskesmas ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota lalu ke Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara. Petugas surveilans bersama 
dengan petugas pengelola program akan 
melakukan PE ke wilayah tersebut. 
b. Analisis serta rekomendasi tindak lanjut 
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 
melakukan analisis perkembangan kasus GHPR 
dan lyssa berdasarkan orang, tempat dan waktu 
serta memberikan rekomendasi tindak lanjut ke 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hal yang sama 
juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota ke puskesmas sebagai 
pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat 
(PWS) atau sistem kewaspadaan dini di 
daerahnya.  
c. Umpan balik 
Masih kurang koordinasi dan sharing data antara 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan dinas 
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peternakan setempat. Sinergi kegiatan antara 
Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan di 
kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan seperti 
penanganan HPR, vaksinasi HPR, dan pengambilan 
serta pemeriksaan spesimen. 
 
d. Distribusi data 
Data jumlah kasus GHPR berdasarkan orang, 
tempat, dan waktu di kabupaten/kota telah 
didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi 
Sumatera Utara dengan rutin dalam bentuk 
laporan bulanan. 
(2) Penemuan dan Tata Laksana Kasus GHPR 
 
Upaya penemuan kasus GHPR dilakukan oleh 
petugas surveilans puskesmas berdasarkan 
laporan dari masyarakat atau penderita yang 
berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk 
meningkatkan kemampuan petugas kesehatan 
dalam penatalaksanaan kasus GHPR, Dinas 
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 
pelatihan terhadap petugas rumah sakit dan 
puskesmas kabupaten/kota. Terdapat 11 
kabupaten/kota (33,3%) yang penanganan dan tata 
laksana kasus secara dini sesuai tata laksana kasus 
masih lemah.  
 
(3) Penyuluhan dan Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat 
Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam hal pencegahan kasus 
GHPR di lingkungan tempat tinggal masyarakat 
tersebut. Koordinasi masih berjalan kurang baik 
antara Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan 
dalam hal penanganan kasus gigitan maupun 
surveilans. Hanya terdapat 10 kabupaten/kota 
(21,2%) yang telah bersinergi dengan dinas 
peternakan setempat dalam melaksanakan 
penyuluhan dan peningkatan peran serta 
masyarakat termasuk dalam vaksinasi HPR. 
Vaksinasi HPR di Sumatera Utara sebesar 38,7%. 
Koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas 
Peternakan bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran untuk melakukan vaksinasi terhadap 
hewan peliharaannya serta segera melaporkan ke 
petugas kesehatan bila terdapat kasus GHPR di 
lingkungannya.  
(4) Rabies Center 
Rabies center merupakan rumah sakit atau 
puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota sebagai pusat kegiatan informasi 
bahaya rabies dan penanggulangan rabies. 
Penentuan fasilitas pelayanan kesehatan yang 
ditunjuk sebagai rabies center dengan kriteria 
letaknya tidak jauh dari kabupaten/kota, dapat 
dijangkau oleh 3 puskesmas atau lebih, tersedia 
VAR minimal 1 kuur dan cold chain, adanya 
petugas yang terlatih, tersedia media komunikasi, 
informasi dan edukasi. Kabupaten/kota yang 
memiliki rabies center dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki rabies center hingga tahun 2017 
No Kabupaten/Kota Jumlah Persentase (%) 
1 Medan 5 12,8 
2 Tebing Tinggi 1 11,1 
3 Pematangsiantar 1 5,3 
4 Binjai 1 12,5 
5 Toba Samosir 5 26,3 
6 Gunung Sitoli 11 100 
7 Nias Utara 4 36,4 
Total 28 4,9 
  
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa hanya 
21,2% (7/33) kabupaten/kota di Sumatera Utara 
yang telah memiliki rabies center. Kondisi idealnya  
adalah setiap kabupaten/kota memiliki rabies 
center. Hanya 1 daerah yaitu Gunung Sitoli yang 
seluruh puskesmasnya telah menjadi rabies center. 
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Gambar 3. Peta kasus lyssa di Sumatera Utara tahun 2007-2017
Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat 25 
kabupaten/kota yang melaporkan kasus lyssa dari 
tahun 2007-2017 (warna merah), sedangkan 8 
kabupaten/kota yang tidak melaporkan kasus lyssa 
adalah: Tebing Tinggi, Binjai, Tanjung Balai, 
Langkat, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, 
dan Padang Lawas Utara (warna hijau). 
 
Pembahasan 
Rabies merupakan penyakit zoonosis yang tingkat 
kefatalannya hampir mencapai 100% dan belum 
ada obat untuk menyembuhkannya, namun rabies 
dapat dicegah dengan pengenalan dini kasus 
GHPR dan penatalaksanaan kasus GHPR sedini 
mungkin. 1,9,11,12  Program P2 rabies bertujuan 
untuk mengoptimalkan pelaksanaan surveilans 
epidemiologi rabies, tata laksana kasus dan 
penanganan sedini mungkin untuk menurunkan 
kasus GHPR dan lyssa di Sumatera Utara.9,10 
Program P2 rabies di Sumatera Utara belum 
berjalan dengan optimal, dan belum terkoordinasi 
dan sistematis. Koordinasi sebaiknya dilakukan 
baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, 
kecamatan hingga ke desa/kelurahan dengan 
melibatkan sektor kesehatan dan peternakan 
serta pihak terkait lainnya.1,7,13  
Prioritas program P2 rabies adalah dengan 
melakukan kegiatan penanggulangan penyakit pada 
wilayah-wilayah kabupaten/kota yang masih 
melaporkan kasus lyssa. Selanjutnya melakukan 
upaya pencegahan pada wilayah kabupaten/kota 
bebas atau wilayah yang belum berjangkit 
rabies.13–15  
Surveilans epidemiologi rabies di Sumatera Utara 
telah berjalan sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan surveilans epidemiologi rabies oleh 
Kementerian Kesehatan RI.9,10 Pengendalian rabies 
pada manusia ditujukan untuk menekan serendah-
rendahnya kasus lyssa dengan melakukan berbagai 
upaya penemuan dan tata laksana dini kasus 
GHPR, melaksanakan perawatan cuci luka 
memakai air mengalir dan sabun dan pemberian 
VAR atau kombinasi VAR dan serum anti rabies 
(SAR) sesuai indikasi serta tata laksana dan 
perawatan kasus lyssa.5,7,16 
Tingginya kasus lyssa di Sumatera Utara dari 
tahun 2007-2017 terjadi karena rendahnya 
kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan 
kasus gigitan ke fasilitas pelayanan kesehatan serta 
kurangnya ketersediaan VAR.10 Cakupan vaksinasi 
HPR di Sumatera Utara masih rendah yaitu 
38,7%, sementara rekomendasi WHO untuk 
mencegah terjadinya penyebaran dan 
memberantas rabies di masyarakat maka cakupan 
vaksinasi HPR minimal 70%.1,7  
Cakupan vaksinasi HPR di Sumatera Utara harus 
ditingkatkan karena cakupan vaksinasi yang tinggi 
dapat membentuk kekebalan kelompok (herd 
immunity) yang menjadi indikator penting dalam 
mencegah dan mengendalikan rabies.2,17,18 Untuk 
dapat meningkatkan cakupan vaksinasi dapat 
dilakukan bila pemilik hewan peliharaan 
mempunyai kesadaran dan bersedia untuk 
memvaksinasi hewan secara rutin, serta dengan 
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membantu petugas vaksinator hewan bila ada 
kegiatan vaksinasi hewan secara massal.15–17 
Kasus lyssa di Sumatera Utara disumbang oleh 
daerah yang mayoritas penduduknya non muslim, 
hal ini terkait dengan sosial budaya di masyarakat 
tersebut. Di daerah tersebut, eliminasi anjing 
masih sulit dilakukan karena adanya penolakan 
oleh masyarakat yang memelihara, 
memperjualbelikan dan mengkonsumsi anjing, 
sehingga menjadikan anjing memiliki nilai 
ekonomi.6,10  
Rabies center berfungsi untuk mengupayakan agar 
tata laksana kasus GHPR dengan cepat dan tepat; 
melakukan perencanaan, pengambilan, 
penyimpanan VAR dengan adekuat; serta 
melakukan pencatatan dan pelaporan kasus 
GHPR dan penggunaan VAR ke Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota.9,10 Pembentukan rabies center di 
setiap kabupaten/kota diperlukan untuk menekan 
tingginya kasus GHPR dan lyssa.9 Hingga akhir 
tahun 2017, dari 33 kabupaten/kota di Sumatera 
Utara hanya 7 kabupaten/kota yang sudah 
memiliki rabies center10, dimana seharusnya 
seluruh kabupaten/kota memiliki rabies center di 
daerahnya.9  
Provinsi Bali merupakan contoh daerah yang 
dapat mengendalikan kasus rabies. Bali secara 
historis merupakan daerah bebas rabies, namun 
sejak tahun 2008 kasus pertama rabies terjadi di 
Kabupaten Badung dan menyebar secara cepat. 
Tahun 2010 kasus rabies menyebar ke seluruh 
kabupaten/kota di Bali.19,20 Program pencegahan 
dan pengendalian rabies di Bali dilaksanakan 
dengan kolaborasi antara sektor kesehatan 
masyarakat dan kesehatan hewan yang bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
masyarakat mengenai penyakit rabies yang 
dilakukan dengan memberikan penyuluhan hingga 
tingkat desa bahkan banjar; penyediaan post 
exposure prophylaxis (PEP) bagi manusia; dan 
pembentukan rabies center untuk memfasilitasi 
pelaporan dan penyebaran informasi kepada 
masyarakat.21 
 
Kesimpulan dan Saran 
Pelaksanaan program P2 rabies di Sumatera Utara 
belum berjalan dengan optimal dalam hal 
penemuan dan tata laksana kasus, penyuluhan dan 
peningkatan peran serta masyarakat, dan masih 
kurangnya rabies center di kabupaten/kota. 
Hambatan utama yang dihadapi adalah pengadaan 
VAR oleh kabupaten/kota yang masih 
mengharapkan distribusi dari Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumatera Utara.  
Untuk mencapai Sumatera Utara bebas rabies 
tahun 2020 disarankan untuk mengoptimalkan 
peran lintas sektor dan program dalam penemuan 
dan tata laksana kasus di masyarakat, melakukan 
penyuluhan terkait pencegahan dan penanganan 
kasus GHPR dan mendirikan rabies center 
minimal 1 di setiap kabupaten/kota dan 
memastikan ketersediaan VAR. 
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